
BUPATIBENGKAYANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR � TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 56 TAHUN 2022 
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN 

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBENGKAYANG, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalarn Negeri 
Republik Indonesia Nomor 900.1 .9 .1/435/SJ tentang 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Waki Bupati serta Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Tahun 2024, diarnanatkan bahwa 
penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 
sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 
dianggarkan sebesar 60% (enarn puluh persen) dari besaran 
total dana hibah yang disepakati bersarna; 

b. bahwa pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan 
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Bengkayang Nomor 56 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2024; 

c. bahwa dalarn rangka untuk membiayai tahapan dan jadwal 
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, perlu disediakan 
dana yang cukup pada Tahun Anggaran 2023, maka perlu 
melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang 
Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana 
Cadangan Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 56 Tahun 2022 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2024; 
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1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3823); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi'Corona Virus Disease 20l<T (COVID-19) dan/atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pernilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 656), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
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Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 56 TAHON 
2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK 
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 
KABOPATEN BENGKAYANG TAHON 2024. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 56 Tahun 2022 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Urituk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Daerah Kabupaten BengkayangTahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2022 Nomor 56), diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi 
sebagai berikut: 
( 1 )  Besaran Dana Cadangan untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala 

Daerah ditetapkan sebesar Rp 25 .000 .000 .000 ,00 (dua puluh lima 
milyar rupiah) 

(2) Besaran Dana Cadangan untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  disisihkan secara 
bertahap.dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 
2023 dengan alokasi penganggaran yang ditetapkan setiap tahun 
anggaran sebagai berikut: 
a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 12 .500 .000 .000,00 (dua belas 

milyar lima ratus juta rupiah); dan 

b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 12 .500 .000 .000,00 (dua belas 
milyar lima ratus juta rupiah). 

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

(1 )  Dana Cadangan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang dialokasikan pada belanja 
operasi. 

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipindahbukukan 
ke dalam rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2023. 

(3) Dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Bengkayang ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Bengkayang. 

Ditetapkan di Bengkayang 
pada tanggal ;;1.7 oblak 2023 

3UPATI I:1E.NGKAYANG, 

SEB�TIANUS DARWIS 

Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal ;;q OIG!o)ou- 2023 

SEKRETARIS DA�AH KABUPATEN BENGKAYANG, 

YUS'PIANUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR � 

SH. M.H 

l 200604 I 013 

ASUS
Typewritten text
TTD

ASUS
Typewritten text
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR � TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 56 TAHUN 
2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN 

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 

I. UMUM 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan 
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dinyatakan bahwa 
pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota 
dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. 

Bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Bengkayang Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar 
sehingga tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Berkaitan 
dengan ha! tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupaya 
untuk menyisihkan dana dan mencari sumber pembiayaan guna 
mendanai dan penyelenggaraan Pilkada. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana 
Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi 
dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah 
Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan 
dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022, dinyatakan bahwa dalam ha! Pemerintah 
Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat 
membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 900.1 .9 .1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati serta Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diamanatkan bahwa penyediaan dana 
hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan 
pada TA 2023 sebesar 40o/o (empat puluh persen) dan TA 2024 
dianggarkan sebesar 60°/o (enam puluh persen) dari besaran total dana 
hibah yang disepakati bersama. 

Pembentukan Dana Cadangan untuk pembiayaan pelaksanaan 
pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 56 Tahun 2022 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024. 

Sehubungan dangan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati 
Bengkayang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang 
Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk 
Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2024 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukupjelas 

Pasal II 
Cukupjelas 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 


